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Abstrak
 

Penulisan ini menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab negara dan perlindungan yang dapat

diberikan kepada penghayat kepercayaan khususnya bagi anak yang termasuk dalam keluarga penghayat

kepercayaan berdasarkan konvensi HAM internasional. Termasuk mengetahui tata kelola pengawasan

terhadap setiap aliran kepercayaan yang ada di sekitar masyarakat Indonesia. Tulisan ini disusun dengan

menggunakan metode penelitian doktrinal. Anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan.” Selaras dengan aturan hukum Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun

2014. Pengaturan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan terjadi secara Internasional.

PBB telah mengesahkan perlindungan hak anak pada Konvensi Anak (CRC) pada tahun 1989. Selain itu,

Pasal 1 ayat ke-2 pada UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Perlindungan anak

adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup,

tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, termasuk diskriminasi kepercayaan.

Kebebebasan beragama merupakan bagian dari inti HAM yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung

tinggi pelaksanannya sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (1) dan ketentuan yang diatur Pasal 29 yang mana

telah mengatur terhadap hak atas kebebasan yang beragama dan beribadah. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945,

bahwasanya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab

negara, terutama pemerintah. Bagian yang terlanggar adalah bagian perlindungan yang seharusnya diberikan

kepada kelompok anak penghayat kepercayaan agar tidak terkena tindakan diskriminasi dari pemerintah dan

masyarakat sekitar. Tindakan yang paling tepat adalah negara dan pemerintah mengimplementasikan sesuai

Pasal 18 ayat (1) ICCPR tentang kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, namun tetap memerlukan

batasan sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) kaedah-kaedah yang mana berlandaskan pada ketentuan hukum, dan

yang diperlukan dalam melakukan perlindungan, keamanan, ketertiban, kesehatan, sampai pada moral

masyarakat.

......This paper analyzes the form of state responsibility and protection that can be given to believers,

especially for children who belong to families of believers based on international human rights conventions.

Including knowing the governance of supervision of every school of belief around Indonesian society. This

paper is prepared using doctrinal research methods. A child is "someone who is not yet 18 years old,

including a child who is still in the womb." In line with the law on Child Protection Number 35 of 2014.

Child protection arrangements do not only occur in Indonesia but also internationally. The UN ratified the

protection of children's rights in the Convention on the Child (CRC) in 1989. In addition, Article 1

paragraph 2 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, that "Child protection is all forms of

activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow and develop, and
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participate optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, as well as receive protection

from violence and discrimination", including discrimination of belief. Freedom of religion is part of the core

of human rights that must be respected, protected and upheld in accordance with Article 28E paragraph (1)

and the provisions regulated by Article 29 which regulates the right to freedom of religion and worship.

Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution, that the protection, promotion, enforcement, and

fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government. The part that is

violated is the part of protection that should be given to the group of children who believe in the faith so that

they are not exposed to discriminatory actions from the government and the surrounding community. The

most appropriate action is for the state and the government to implement in accordance with Article 18

paragraph (1) of the ICCPR on freedom of thought, belief and religion, but still require restrictions in

accordance with Article 18 paragraph (3) of the rules which are based on the provisions of the law, and

which are necessary in carrying out protection, security, order, health, and public morals.


